
 

 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 

PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH  

BAGI ANAK ANGKAT 

 (Studi Kasus Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan  

No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr) 

 

SKRIPSI 

 
Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar  

Sarjana Hukum (S.H) 
 

 

 

OLEH: 

 

DANANG NOFIANTO 

11621100724 

 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  

RIAU-PEKANBARU 

1441 H/ 2020 M 



 

 



 

 
 



 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang  bertanda  tangan  di  bawah  ini : 

 Nama   : DANANG NOFIANTO 

 Tempat/Tgl Lahir : URUNG KEC. KUNDUR, 11 NOVEMBER 1998 

 Nim   : 11621100724 

 Jurusan  : HUKUM KELUARGA  

 Fakultas  : SYARIAH DAN HUKUM 

Menyatakan  dengan  sesungguhnya  Skripsi  saya  ini  adalah  asli  hasil 

karya  atau  penelitian  penyusunan  sendiri  dan  bukan  plagiat  dari  karya  orang  

lain  kecuali  pada  bagian-bagian  yang  dirujuk  sumbernya. 

 

Pekanbaru,  18 Juni  2020 

Yang  menyatakan, 

 

 

DANANG NOFIANTO 

NIM. 11621100724 



 

 

Motto 

هِ وَإٌِتاَيٓ ِ ذِي ٱلۡقرُۡبىََٰ وٌَنَۡهَىَٰ عَهِ ٱلۡفحَۡشَاءِٓ  حۡسََٰ َ ٌأَۡمُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡ  إِنَّ ٱللََّّ

ًِِۚ ٌعَِظكُُمۡ لعََلَّكُمۡ ترََكَّرُونَ   وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبغَۡ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.” 

(QS. An-Nahl} [16]: 90) 

 

                 

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 

(QS. Asy-Syarh} [94]: 7-8) 
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ABSTRAK 

 

 

Danang Nofianto (11621100724) :  Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru Tentang Bagian Wasiat Wajibah 

Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Putusan 

No. 1869/ Pdt.G/ 2018/PA. Pbr dan No. 

1266/ Pdt. G/ 2018/PA. Pbr ) 

 

Wasiat wajibah adalah sesuatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli 

waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang 

wafat, karena adanya satu halangan syara’ dan kebijakan penguasa yang bersifat 

memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu. Wasiat wajibah bagi 

anak angkat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yaitu, “Terhadap 

anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.  

Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan dua Putusan yang 

berbeda terhadap bagian wasiat wajibah bagi anak angkat, karena berbeda melihat 

masalah yang dihadapi. Maka bagian 1/3 yang terdapat didalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 209 merupakan bagian maksimal. Untuk mengetahui lebih 

jauh penulis membuat rumusan masalah, yaitu, Bagaimana pertimbangan hukum 

hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Putusan No. 

1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam menetapkan bagian anak angkat 1/3 dan No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam menetapkan bagian anak angkat 1/8? Bagaimana 

analisis hukum Islam terhadap pertimbangan  hakim dalam putusan No. 

1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan di 

perpustakaan  (library research). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dengan mengkaji Putusan Hakim No. 

1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dan mengkaji bahan-

bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan 

yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terjadi perbedaan dalam pembagian 

wasiat wajibah bagi anak angkat, dalam putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr 

menetapkan bagian 1/3, hal ini sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam 

hadis yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Waqqas bahwa Rasulullah menetapkan 

bagian wasiat 1/3. Dan Putusan No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr menetapkan bagian 

1/8 juga sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Bakar berkata 

bahwa ia lebih menyayangi bagian wasiat yang lebih rendah. Maka hakim 

Pengadilan Agama menafsirkan bahwa  bagian anak angkat dapat ditetapkan 

berdasarkan bagian furudhul muqaddarah berdasarkan konsep maslahat dalam 

rangka mencapai keadilan bagi penerima ahli waris dan penerima wasiat wajibah. 

 

 

Kata kunci: Hukum Islam, Wasiat Wajibah, Anak angkat.  
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KATA PENGANTAR 

حِيمِ  نِ ٱلره حۡم َٰ ِ ٱلره  بسِۡمِ ٱللَّه

Puji syukur Alh}amdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Subh}a>nahu 

wa Ta’a>la>, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga 

penulis bisa menyelesaikan penulisan skrips ini yang berjudul: “ANALISIS 

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG 

BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Studi kasus 

putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)”. 

Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad 

S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam, yang telah membawa kita kepada alam yang 

penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. 

Skiripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. 

Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis, telah penulis 

kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat tersajikan dihadapan 

saudara pembaca sekalian. Selesainya penulisan Skripsi ini tentunya tidak lepas 

dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA RIAU dan rekan-rekan 

sekalian, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga 

kepada: 

1. Ayahanda tercinta Amran dan Ibunda tercinta Miswati S.Pd.SD beserta 

seluruh keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah 

membantu, memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya. 

2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M. Ag, selaku Rektor UIN 

SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk 

menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU. 
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3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, 

Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, Mcl selaku wakil dekan I, Bapak Dr. 

Wahidin, MA selaku wakil dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku 

wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di fakultas 

Syariah dan Hukum. 

4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua Jurusan Ahwal al-

Syakhsiyyah beserta bapak Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag selaku sekretaris 

Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah yang selalu memberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan dan Sprit intelektual kepada penulis selama di UIN SUSKA. 

5. Bapak Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan. 

6. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A yang telah mengizinkan 

penulis melakukan penelitian, dan untuk kawan-kawan satu Jurusan Ahwal 

al-Syakhsiyyah angkatan 2016, terkhusus kepada Saudara Muhammad Hafis, 

S.H, Imam Muhammad Asy syatibi, Habibillah, Aji Mufid Ar Rasyid dan 

Yongki Arisandi yang telah memberikan banyak bantuan baik materi 

maunpun non materi selama menempuh pendidikan Strara 1 di UIN SUSKA 

baik suka maupun duka. 

Penulis tentunya tidak menapilkan bahwa skripsi ini masih terdapat 

kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi 

kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah 

ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca. 

Pekanbaru, Juni 2020 

Penulis 

 

Danang Nofianto 

NIM. 11621100724 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
1
 Dalam Kompilasi Hukum Islam  Perkawinan menurut hukum Islam 

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2
 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3
 Tujuan lain dari pernikahan yaitu 

memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami 

istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya 

dapat disalurkan.  

Secara realita banyak pasangan suami istri yang sudah mapan dan 

perekonomian yang berlebihan belum berhasil memperoleh keturunan 

sementara di satu sisi pasangan suami istri yang belum siap secara 

perekonomian belum tercukupi justru banyak mempunyai keturunan. Dari 

gambaran tersebut diatas suami istri yang tidak memperoleh keturunan dapat 

                                                             
1
 Undang-undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 

(Jogjakarta: Laksana, 2013), h. 2. 

 
2
 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 2, (Bandung: Humaniora Utama Press, 

1999/2000),  h. 1. 

 
3
 Ibid. pasal 3. 



2 

 

mengangkat anak dari kedua orang tua yang menyerahkan anaknya untuk 

diadopsi menjadi anak angkat. Dengan demikian terjadilah peralihan tanggung 

jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada mendidik dan 

membesarkannya sebagaimana anak kandungnya sendiri. 

Proses pengangkatan anak mangakibatkan ketentuan hukum baru, jika 

terjadi sesuatu musibah serta mengakibatkan kematian terhadap orang tua 

angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta 

warisan yang ditinggalkan, selanjutnya seorang anak angkat berpeluang 

mendapat wasiat wajibah.
4
  

Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga kususnya dalam 

hukum keluarga Islam terutama dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu 

memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi wasiat semakin terasa 

keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga 

atau bahkan masyarakat. 

Dengan  hukum waris, ahli waris terutama dzawil furudh atau legiteme 

portie dalam hukum barat dapat perlindungan bagian warisnya, sementara 

dengan wasiat, diluar ahli waris-ahli waris yang mempunyai bagian-bagian 

yang telah ditentukan di dalam Al-Qur‟an (dzawil furudh) kususnya ahli waris 

yang mempunyai pertalian darah dengan orang yang meninggal dunia 

(dzawail arham) dan bahkan diluar itu sangat dimungkinkan mendapatkan 

bagian waris.
5
  

                                                             
4
 Muhammad Amin Suma, Hukum Kelurga Islam di Indonesia, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), h. 128-133. 

 
5
 Ibid, h. 133. 
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Kecuali melaui wasiat, hak pribadi seseorang untuk menyalurkan 

sebagian hartanya kepada orang lain yang dia inginkan, tidak menjadi 

terhalang meskipun berbarengan dengan itu dia harus merelakan bagian harta 

yang lainnya untuk diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan Allah 

Subhanahu wa Ta’ala. 

Dasar hukum wasiat didalam Al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 180: 

                        

                    

Artinya:  “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 

berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini 

adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.
6
 

 

Ayat diatas memberikan pemahaman sebagai suatu kewajiban bagi 

seseorang yang memenuhi tuntutan rasa keadilan terutama kepada kerabatnya 

atau tersisih dari pembagian harta warisan.
7
  

Sebagian ulama, seperti Imam Al-Zuhri, Ibnu Hazm, para fuqaha‟ 

masa tabi‟in, sebagai pengikut mazhab Hambali menyatakan bahwa hukum 

wasiat itu tetap wajib berdasarkan surat al-baqarah ayat 180 tersebut. Pendapat 

ini berasal dari kalangan sahabat Nabi, seperti Ibnu Umar, Zubair, Abdullah 

ibn Aufa maupun Talhah. Kewajiban berwasiat tersebut ditunjukkan kepada 

ahli waris yang tidak memperoleh hak kewarisan. Mereka beralasan bahwa 

hukum yang terambil (tertakhshish atau dinasakh) dari ayat itu hanyalah 

                                                             
6
 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya, ( Bandung: CV 

Penerbit  Diponegoro, 2008), h. 27. 

 
7
 A. Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam, (Cet.1; Jakarta: PT. Alqushwa), h. 130. 
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berhubungan dengan orang-orang yang berhak mewarisi. Adapun terdapat 

kerabat yang terhijab atau tidak menjadi ahli waris, kewajiban tersebut masih 

tetap ada. Al-Jasas memperkuat lagi bahwa kata kutiba maknanya furidha, 

kemudian ditambah lagi dengan kata ma’ruf dan taqwa merupakan kata yang 

sangat kuat menunjukkan kepada wajib, karena Allah menjadikan wasiat itu 

sebagai salah satu syarat ketaqwaan.
8
 

Dalam hal ini,  didalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 180 

berkaitan erat dengan ayat sesudahnya 181 dan 182 yaitu: 

                       

                                

                         

                       

Artinya:  “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 

Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini 

adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka 

Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, 

Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang 

mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui. (akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang 

yang Berwasiat itu, Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia 

mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
9
 

 

Menurut Imam Syafi‟I, berdasarkan ayat Al-Quran surat al-Baqarah 

ayat 180, dapat dipahami bahwa para ahli waris dihalangi untuk memperoleh 

                                                             
8
 Hajar M, Polemik Hukum Waris, (Pekanbaru; Suska Press, 2014), h. 181. 

 
9
 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya, ( Bandung: CV 

Penerbit  Diponegoro, 2008), h. 27. 
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wasiat agar mereka tidak mengambil harta mayit dari dua jalan. Karena harta 

yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia itu diambil dengan jalan 

warisan dan wasiat. Oleh karena hukum keduanya itu berbeda, maka 

seseorang tidak boleh menggabungkan dua hukum yang berbeda dalam satu 

hukum dan dalam satu keadaan, sebagaimana tidak boleh dia diberi sesuatu 

dan lawan dari sesuatu itu.
10

  

Sayyid Quthb menegaskan bahwa berdasarkan ayat diatas, maka 

hukum berwasiat itu adalah wajib sebagaimana pendapat sebagian sahabat 

Nabi dan tabi‟in yang beliau ikuti. Tujuan berwasiat kepada kerabat yang 

tidak berhak mewarisi sangat jelas, yaitu untuk memelihara hubungan dengan 

mengharuskan berbuat kebaikan sebagai bentuk solidaritas keluarga secara 

umum.
11

 

Anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian dari tirkah dengan 

berdasarkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Tetapi apabila orang tua 

angkat berwasiat, maka anak angkat berhak mendapatkan bagian harta sesuai 

kadar wasiatnya selama tidak melebihi sepertiga dari harta orang tuanya. 

Apabila melebihi sepertiga dari harta orang tuanya, maka ia harus 

mendapatkan persetujuan ahli waris.  

Menurut hukum formal dalam Islam, pengangkatan anak mengacu 

pada KHI Pasal 171 huruf h disebutkan: 

“anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya 

sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya 

                                                             
10

 Imam Syafi‟i, Al-Umm, Penerjemah: Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 497. 

 
11

 Ibid. h. 183. 
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dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan 

pengadilan”.
12

 

Setelah orang tua atau pewaris meninggal, maka ahli waris memiliki 

kewajiban terhadap pewaris, kewajiban ahli waris yang diatur dalam pasal 175 

adalah: 

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. 

b. Penyelesaian baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, 

termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. 

c. Menyelewaikan wasiat pewaris. 

d.  Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. 

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya 

terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.
13

 

Dalam buku Ilmu waris karangan Fatchur Rahman, disebut wasiat 

wajibah karena dua hal: 

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur 

kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung 

kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. 

2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal 

penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
14
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 Kompilasi Hukum Islam, pasal 171, Op.Cit., h. 81. 

 
13

 Ibid. Pasal. 175, h. 83. 

 
14

 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: al-Ma‟arif, 1981), h. 63. 



7 

 

Orang yang berhak menerima wasiat wajibah, menurut fachur 

Rahman, adalah cucu-cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki 

maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-

sama dengan kakek atau neneknya.
15

 

Ukuran harta wasiat yang disunnahkan dari Sa‟d bin Waqqash 

Radhiyallahu‟anhu, ia berkata, “ketika di mekah Nabi Shallallahu‟alaihi wa 

sallam datang menjengukku sementara beliau enggan wafat di tanah yang 

beliau hijrah darinya, beliau shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda” 

طْزُ؟ قبَلَ: لاَ  ، يزَْحَنُ اللهُ ابْيَ عَفْزَاءَ قلُْتُ: يبَ رَسُىْلَ اللهِ أوُْصِي بِوَبليِ كُلِّهِ قبَلَ: لاَ، قلُْتُ: فبَلشَّ

هِيْ أىَْ تدََعَهنُْ عَبلةًَ  قلُْتُ: الَثُّلثُُ، قبَلَ: فبَلثُّلُثُ، وَالثُّلثُُ كَثيِْزٌ إًَِّكَ أىَْ تَدَعَ وَرَثتَكََ أغٌَْيِبَءَ خَيْزٌ 

ًْفقَْتَ هِيْ ًفَقَةٍَ فإًََِّهبَ صَدَقةٌَ حَتَّى اللُّقْوَةُ الَّ  فعَُهبَ  تيِ تزَْ يتَكََفَّفىُىَ الٌَّبسَ فيِ أيَْدِيهِنْ، وَإًَِّكَ هَهْوَب أَ

ٌْتفَعَِ بكَِ ًبَسٌ وَيضَُ  زَّ بكَِ آخَزُوىَ وَلنَْ يكَُيْ لهَُ يىَْهَئذٍِ إلِىَ فيِ اهْزَأتَكَِ، وَعَسَى اللهُ أىَْ يزَْفعََكَ فيََ

.إلِاَّ ابٌْةٌَ 
16

 

“Semoga Allah merahmati Ibnu „Afra (Sa‟d).‟ Aku katakan, „Wahai 

Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku ?‟ Beliau bersabda, 

„Tidak boleh.‟ Aku katakan, „Separuhnya?‟ Beliau bersabda, „Tidak 

boleh.‟ Aku katakan, „Sepertiganya?‟ Beliau bersabda, „Ya, sepertiga, 

dan sepertiga itu banyak, sebab jika engkau meninggalkan ahli 

warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan 

mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang 

lain. (Selain itu, jika engkau hidup) walaupun engkau memberikan 

hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, 

sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut isterimu. Semoga 

Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian 

manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.‟ Pada saat itu Sa‟d 

tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan.” 

 

Para ulama mengamalkan hadis ini yang mengandung pengertian, 

bahwa seseorang tidak diperbolehkan memberikan wasiat lebih dari sepertiga. 

                                                             
15

 Ibid. h. 63-64. 

 
16

 Muttafaq „alaih: Shahiih al-Bukhari (V/363, no. 2742), dan ini lafazhnya, Shahiih 

Muslim (III/250, no. 1628), Sunan Abi Dawud (VIII/64, no. 2847), Sunan an-Nasa-i (VI/242). 
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Bahkan sebagian ulama mensunnahkan agar seseorang memberikan wasiat 

kurang dari sepertiga, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa sallam: “Dan sepertiga itu sudah banyak.” Demikian pula dengan 

ijma‟ para ulama juga menetapkan larangan untuk memberikan wasiat lebih 

dari sepertiga.
17

 

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam mengemukakan wasiat 

wajibah terhadap anak angkat dan orang tua angkat yaitu terdapat pada pasal 

209: 

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 

dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat 

yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 

1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. 

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.
18

  

Sebagai pengembangan dari konsep wasiat, ketentuan maksimal 1/3 

dalam wasiat tetap dipedomani. Kompilasi sendiri hanya membatasi orang 

yang menerima wasiat wajibah hanya anak angkat dan orang tua angkat. Tidak 

diketahui pasti, mengapa ada perubahan tersebut. Pertimbangannya, boleh jadi 

karena kompilasi telah mengintrodusasi konsep penggantian kedudukan atau 

platsvervulling dalam istilah BW. Secara garis besar antara penggantian 

kedudukan atau mawali dengan wasiat wajibah hampir sama. Perbedaannya, 

                                                             
17

 Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 

1998), h. 495. 

 
18

 Kompilasi Hukum Islam, pasal 209, Op. Cit., h. 94. 
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jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya, maka dalam penggantian 

kedudukan adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orang 

tuannya.
19

 

Dalam penetapan pembagian wasiat wajibah hakim-hakim pengadilan 

agama sering terjadi perbedaan, karena berbeda melihat masalah yang 

dihadapi. Maka bagian 1/3 yang terdapat didalam KHI adalah bagian 

maksimal sehingga sering terjadi perbedaan di kalangan Hakim Pengadilan 

Agama, sebagaimana dalam putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr. hakim 

memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat 1/3, sedangkan dalam 

putusan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr Hakim memberikan wasiat wajibah 

kepada anak angkat 1/8. 

Berdasarkan urain di atas, maka penulis tergugah untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan bagian wasiat 

wajibah bagi anak angkat, dengan judul: ANALISIS PUTUSAN HAKIM 

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT 

WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Studi Kasus Putusan No. 

1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr). 

 

B. Batasan Masalah 

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai 

permasalahan ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian 

ini terpusat pada masalah yang menjadi objek penelitian. Maka penulis 

                                                             
19

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 371. 
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membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada 2 Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pekanbaru 

terhadap Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam menetapkan bagian wasiat wajibah bagi 

anak angkat ? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan  hakim dalam 

putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr 

tentang bagian wasiat wajibah bagi anak angkat ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru terhadap Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam menetapkan bagian wasiat wajibah 

bagi anak angkat. 

b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan  

hakim dalam putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang bagian wasiat wajibah bagi anak 

angkat. 
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2. Adapun manfaat penelitian ini : 

a. Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 

sarjana hukum (SH) pada fakultas Syari‟ah dan Hukum di UIN 

SUSKA RIAU. 

b. Sebagai sarana bagi penulis  untuk memperkaya ilmu pengetahun 

tentang fiqh secara umum. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan baik 

kalangan intelektual ataupun orang awam tentang hukum Islam. 

 

E. Metode Penelitian 

Adapun untuk metode penelitian tugas akhir kuliah ( Skripsi ) ini 

terdiri dari: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian 

hukum kepustakaan (librarary research) yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
20

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Adapun subjek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

putusan Hakim No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr . 
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 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesin dan 

Disertasi, Cet ke 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12.  
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b. Objek Penelitian 

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penetapan 

bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat. 

3. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian 

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data 

kepustakaan atau data sekunder
21

, di dalam kepustakaan hukum, maka 

sumber data disebut bahan hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian 

normatif ini terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah salinan putusan 

Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini  adalah 

seperti rancangan Undang-undang, buku-buku, atau pendapat pakar 

hukum. Diantaranya adalah:  

1) Kompilasi Hukum Islam 

2) Ilmu kewarisan 

3) Wasiat wajibah 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

dan ensiklopedi 
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 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed ke – 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2008), h. 119.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan 

metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara 

mencari dan mengakaji data-data dari buku-buku, catatan-catatan dan 

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode 

Content Analysis, yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru (replicable), dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi 

atau isi komunikasi.
22

 

6. Metode Penulisan 

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan 

metode sebagai berikut:  

a. Deduktif 

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang 

bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data 

yang khusus. 

b. Deskriptif 

Dengan metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan 

benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, 

kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan. 
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 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Putra Garafika, 2010), h. 155 
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F. Sistematika Penulisan 

Supaya lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis memuat 

sistematika berdasarkan bab masing-masing. Penulis menjadikan penelitian ini 

dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab yang merupakan pernjelas 

dari bab tersebut. 

BAB I : Pendahuluan  

  Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, metode penulisan dan sistematika penulisan.  

BAB II : Berisi Tinjauan Teori tentang Peradilan Agama di Indonesia dan 

Putusan.  

  Pada bab ini memuat tentang pengertian peradilan Agama, dasar 

hukum peradilan Agama di Indonesia, sejarah singkat peradilan 

agama di Indonesia, kedudukan peradilan Agama di Indonesia, 

Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, Kewen angan Hakim 

Peradilan Agama di Indonesia, Klasifikasi Peradilan Agama di 

Indonesia, sejarah singkat Peradilan Agama Pekanbaru. Pengertian 

Putusan dan Asas Putusan, Macam-macam Putusan, Otonomi 

Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan, Hakim Melakukan 

Kontra Legem, Kedudukan Putusan Pengadilan Agama di 

Indonesia. 
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BAB III : Berisi tinjauan umum tentang anak angkat, wasiat wajibah dan 

maslahah mursalah 

  Pada bab ini memuat tentang pengertian anak angkat, syarat anak 

yang di angkat oleh orang tua angkat, hukum pengangkatan anak, 

pengertian wasiat wajibah, hukum wasiat wajibah, wasiat wajibah 

di Indonesia. Pengertian maslahah mursalah, syarat-syarat 

mursalah, pendapat para imam mazhab tentang maslahah mursalah, 

jenis-jenis maslahah mursalah, tingkatan-tingkatan dalam 

maslahah. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan   

  Pada bab ini memuat pembahasan pertimbangan hukum hakim 

pengadilan agama Pekanbaru terhadap putusan No. 

1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam 

menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat dan tinjauan 

hukum Islam terhadap putusan hakim No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr 

dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang bagian wasiat wajibah 

bagi anak angkat. 

BAB V  : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran, kemudian 

diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORI TENTANG 

 PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN PUTUSAN 

 

A. Peradilan Agama di Indonesia 

1. Pengetian Peradilan Agama 

Lembaga Peradilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi 

salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan 

Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara 

lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata 

Usaha Negara.
23

 

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus 

di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena 

Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai 

golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya 

berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk 

orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam 

tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.
24

  

2. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia 

Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
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 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), h. 12-13. 
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 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 5. 
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peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, 

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan:  

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam 

lingkingan:  

a. Peradilan Umum 

b. Peradilan Agama 

c. Peradilan Militer, dan 

d. Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pasal 12 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa susunan, 

kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dalam Undang-undang 

tersendiri. Khusus mengenai Peradilan Agama diatur dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di muat dalam Lembaran Negara 

Nomor 49 Tahun 1989.
25

 

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus mengenai bagi Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh sebagai Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, maka diatur dalam 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar‟iyah 

dan Mahkamah Syar‟iyah Provinsi di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. 
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 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama,  (jakarta; Kencana, 2005), h. 7-8. 
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Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan 

Undang-undang tersebut diikuti dengan perubahan Undang-undang yang 

mengatur badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, sedangkan Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan 

Undang-undang Nonor 9 Tahun 2004. Undang-undang tentang perubahan 

kedua lingkungan peradilan tersebut disahkan pada tanggal 29 Maret 2004. 

Namun belum terjadi perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama.
26

 

3. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia 

Sebelum Islam masuk dan dianut oleh masyarakat Indonesia, 

sebagian besar masyarakat memeluk agama Hindu. Dan pada waktu itu,  

dalam kehidupan masyarakatnya telah di kenal adanya dua macam 

peradilan,
27

 yakni: 

a. Peradilan Pradata, yakni suatu peradilan yang tugas dan 

kewenangannya mengurusi dan menangani perkara-perkara yang 

menjadi urusan raja. 
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 Ibid,  h. 7-8. 
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 Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1977), 

h. 16. 
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b. Peradilan Padu, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya 

mengurusi dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi 

urusan raja. 

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak Islam itu sendiri ada 

di bumi Indonesia pada abad ke tujuh atau kedelapan masehi,
28

 dengan 

tingkat tahapan dan bentuknya sebagaimana ditentukan oleh hukum 

Islam. 

Ketika colonial Belanda mulai memasuki Indonesia melalui VOC, 

yakni sebuah wadah dagang yang telah mengarahkan sasarannya untuk 

menjajah Nusantara, tidak dapat menyepelekan eksistensi Hukum Islam 

yang telah berurat akar dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia. 

Meskipun VOC semakin  kokoh mencengkeram dan bahkan selanjutnya 

menjajah Nusantara ini, tidak mampu menekan dan membendung 

pelaksanaan Hukum Islam yang menjadi keyakinan hidup upaya 

menghapuskan Hukum Islam sama sekali yang dilakukan secara terus 

menerus hanya mampu pada bidang pidana.
29

 

Pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia 

mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama
30

. Hal ini merupakan puncak dari kekokohan dan kemapanan 

Badan Peradilan Agama. Sebagai Peradilan Negara di bumi Indonesia. 

                                                             
28

 Hamka, Sejarah Umat Islam, jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 35.  

 
29

 Lihat, Asa, Sejarah Peradilan Agama, (Jakarta: Serial Media Dakwah, 1989), h. 2. 

 
30

 Undang-undang Peradilan No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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Pengadilan Agama sudah tidak lagi harus menggantungkan kepada 

Pengadilan Negeri. 

4. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia 

Kedudukan Peradilan Agama dalam Negara Republik Indonesia 

adalah sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Dan sebagai 

badan Peradilan khusus sebagaimana halnya Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara, kekuasaan Kehakiman yang dilaksankannya 

adalah dikhususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara perdata tertentu.
31

 Yang pelaksanaannya tidak dapat 

dilepaskan sama sekali dari pada hukum agamanya yaitu hukum Islam. 

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Agama 

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan 

tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya kedua jenis 

Pengadilan ini berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan 

Negara Tinggi.
32

  

5. Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia 

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, 

yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang 

diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut 

dianggap semakna.  
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Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan 

Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang 

“Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula 

di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis 

perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.
33

 

a. Kekuasaan Relatif  

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan 

wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat 

dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di 

ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau 

kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota 

Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak 

tertutup kemungkinan adanya pengecualian. 

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum 

tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam 

hal ini meliputi satu kota dan satu kabupaten.  

Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan 

dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan 

perkaranya.
34

 

b. Kekuasaan Absolut  

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang 

berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan 
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Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis 

Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan 

Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama 

Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan 

Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili 

perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di 

Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari 

Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh 

diajukan ke Pengadilan Tinggi.
35

 

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan 

untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan 

absolut atau bukan. Kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, 

Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama 

menerimanya juga maka pihak Tergugat dapat mengajukan keberatan 

yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan 

sejak Tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan 

kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.
36

 

a) Jenis Perkara Yang Menjadi kekuasaan Peradilan Agama  

Kata “kekuasaan” di sini maksudnya kekuasaan absolut. Dalam 

berbagai peraturan perUndang-undangan, kekuasaan absolut tersebut 

sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja. Kekuasaan absolut 
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Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 

2006, yang berbunyi:  

Pasal 49 

1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:  

a. Perkawinan;  

b. Kewarisan, Wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam;  

c. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah
37

 

d. Ekonomi Syari‟ah.
38

 

2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan 

Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.  

3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, 

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian 

masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan 

tersebut.
39
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Pasal 50 

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau 

keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang 

menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh 

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
40

 

Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus 

memutus sengketa  milik atau keperdataan lain yang terkait dengan 

objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa 

antara orang-orang yang beragama Islam.
41

 Di antaranya ialah 

perkara Perkawinan terkait dengan tema penelitian yang 

substansinya membahas tentang pembatalan perkawinan, dan 

akhirnya menyebabkan perebutan hak asuh anak. 

6. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia 

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka hakim 

harus memahami ruang lingkup, tugas, dan kewajiban sebagaimana yang 

diatur dalam peraturan perUndang-undangan.  

Setelah memahami tugas dan kewajibannya, hakim harus berupaya secara 

profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara yang diajukan 

kepadanya.
42
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Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan antara lain sebagai 

berikut: 

a. Tugas pokok dibidang peradilan (teknis yudisial) di antaranya: 

1) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya. 

2) Mengadili menurut  hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang. 

3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya 

mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

4) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang 

jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. 

b. Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan 

nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga 

negara apabila diminta. 

c. Tugas akademis/ilmiah, yaitu dimana hakim wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat.
43

 

7. Klasifikasi Peradilan Agama di Indonesia 

Sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia pada tahun 2019, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada 
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masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka meningkatkan kinerja 

pengadilan perlu di atur kembali kriteria klasifikasi Pengadilan tingkat 

pertama. 

Klasifikasi adalah tingakatan kelas Pengadilan di lingkungan 

Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata 

Usaha Negara.
44

  Dalam penentuan kriteria klasifikasi Pengadilan di 

lingkungan Peradilan Agama di tetapkan berdasarkan dua unsur:  

a. Unsur Sunsantif  

Unsur sunsantif terdiri dari jumlah: Perkara cerai gugat,
45

 

presentase cerai gugat,
46

 perkara cerai talak,
47

 pesentase perkara cerai 

talak,
48

 dan presentase selain dari perkara cerai talak dan cerai gugat.
49

 

b. Unsur penunjang 

Unsur penunjang terdiri dari: Sub unsur penduduk,
50

 sub unsur 

kemudahan akses,
51

 sub unsur penerapan Reformasi Birokrasi,
52

 dan 

sub unsur letak pengadilan.
53
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 Perkara gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak penggugat.  
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 Permohonan ijin talak yang di ajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak suami.  
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 Jumlah penduduk yang beragama Islam berada di wilayah peradilan. 
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Berikut ini akan penulis jelaskan sejarah singkat salah satu 

Peradilan yang mempunyai kriteria Klasifiasi 1A yang ada di Riau.  

8. Sejarah Singkat Peradilan Agama Pekanbaru Klas 1A 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan 

Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran 

Negara tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada 

tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama 

Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/

Mahkamah Syari’ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa 

Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari’ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung 

Pinang.
54

 

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendiki-

awan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah seba-

gai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Pekanbaru K.H. 

Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari’ah Sumatera Tengah yang berke-

dudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang 

ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah 
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 Tingkat kemudahan atau kesulitan transpotasi dari dan Pengadilan.  
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 Upaya untuk melakukan pembubaran dan perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan terutama untuk memberikan pelayanan kepada masayarakat pencari keadilan.  
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 Letak/lokasi Pengadilan di ibu kota Provinsi, ibu kota kabupaten/kota atau terletak di 

ibu kota. Lihat, Putusan Ketua Mahakmah Agung Republik Indonesia No. 74A/KMA/SK/IV/2019. 
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Syari’ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan 

agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. 

Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah 

Pekanbaru. 

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari’ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan 

Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka 

tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama 

Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru 

berumur 49 tahun.
55

 

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syari’ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang 

berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambu-

tan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubelair yang hanya satu meja 

panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru 

berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratu-

langi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadi-

lan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas 

Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik 

(Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970. 

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pen-

gadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang 
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sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sek-

itar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah pen-

duduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pen-

gadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan 

Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.
56

 

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas 

Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada 

Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir 

Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan 

Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali 

pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan 

Syam (1988−1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994−1998), Drs. H. 

Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998−2001), Drs. Zein Ahsan 

(2001−2004), Drs. Harun S, S.H. (2004−2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. 

((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik 

Hamami (2009−2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010−2012), Drs. 

Abu Thalib Zisma (2012−2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum 

(2015 – 2019) dan Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 

sekarang). 

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang 

oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan 

Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad 
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No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru 

dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama 

Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru. 

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan 

Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah 

penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan 

citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naik, namun dari waktu ke 

waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur 

Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk 

kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pen-

gadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departe-

men Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman 

Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian 

kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pen-

gadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil 

untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.
57

 

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk 

Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah 

Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara 

Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat 

kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan 

antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia. 
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9. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru 

VISI 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1a Pekanbaru yang bersih dan 

bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan 

Allah SWT” 

MISI 

1. Menjaga Kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan 

Agama Pekanbaru Kelas 1A. 

2. Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang 

berkeadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpin di Pengadilan Agama Pekanbaru 

kelas 1A. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Pekanbaru kelas 1A.
58

 

10. Struktur Ketenagaan PA Pekanbaru
59

 

No. Jabatan Jumlah Keterangan 

1 Ketua 1   

2 Wakil Ketua  -   

3 Hakim 19   

4 Panitera 1   

5 Sekretaris 1   

6 Panmud 3   

7 Kasubbag 3   

8 Panitera Pengganti 13   

9 Jurusita 5   

10 Jurusita Pengganti 5   

11 Fungsional Umum 5   

12 Honorer 14
60
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Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal 

melalui Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menen-

gah (RPJM) dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantan-

gan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam 

mencapai cita-cita. 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan 

dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung 

Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu “Terwujud-

nya Peradilan Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan 

Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan 

Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, 

sehingga, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang 

Agung”. 

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai 

pada rukun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan peker-

jaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari 

visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi 

Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan 

diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama 

Pekanbaru rumusannya sebagai berikut: 
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a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru; 

b. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

c. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Pekanbaru. 

11. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru 

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari struktur Orgnasisasi 

Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, sebagai berikut:
61

 

a. Ketua  

1. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas kinerja 

di lingkungan Pengadilan Agama kelas 1a Pekanbaru. 

2. Mewujudkan aparatur Pengadilan agama kelas 1A Pekanbaru 

yang professional, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karimah 

3. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan public di bidang 

hukum dan keadilan sesuai dengan tugas poko dan fungsi. 

b. Wakil Ketua 

1) Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya 

2) Membantu ketua dalam melaksanakn eksaminasi putusan/ 

penetapan Hakim dan putusan 

3) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam 

menghimpun kajian tim 
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c. Hakim  

1) Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang 

diserahkan kepadanya 

2) Menyelesaikian minutasi 

3) Melaksanakan tugas sebagai Hakim pengawas bidang 

d. Penitera/Sekretaris 

1) Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan 

dan kepaniteraan 

a) Mengkordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan 

dengan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, 

kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegiatan 

kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan 

rencana kerja yang telah ditetapkan 

2) Kordinasi dan kepengawasan kegiatan kepaniteraan  

a) Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera 

muda, penitera pengganti, agar perkara terdistribusi dan 

tertangani dengan baik. 

b) Mengkordinisi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada 

pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui 

bahwa perkara banding yang di ajukan sudah diterima dan 

sedang diselesaikan di Pengadilan Agama kelas 1A 

Pekanbaru.
62
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3) Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan  

a) Memantau dan mengawasi penerimaan, pendapatan nasional 

bukan pajak (PNBP), pembayaran gaji, Pengadilan Agama 

dibawahnya agar seluruh penerimaan teradministrasi dengan 

baik dan dikelola dengan benar. 

b) Memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, 

kepegawaian, umum dan penyelesaian perkara agar dilaporkan 

dengan benar dan tepat waktu. 

4) Pembinaan staf. 

a) Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada 

seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya 

pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara 

kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
63

 

e. Wakil penitera  

1) Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi  

a) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan yang 

efektif dan melaporkannya kepada atasan. 

b) Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada 

Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum 
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2) Kordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan 

a) Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera Muda 

dan Panitera Pengganti agar Perkara terdistribusi dan 

tertangani dengan baik. 

b) Membantu tuhas Hakim Pengawas Bidang. 

3) Pembinaan staf. 

a) Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan 

kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan 

dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab 

yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi 

staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah 

ditetapkan. 

f. Panitera Muda Pengganti 

1) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan 

daftar isi bundle A yang diserahkan kepalanya. 

2) Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapakan 

berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi 

catatan singkat tentang isinya kepada ketua Majlis di 

Kepaniteraan Muda Gugatan 

3) Berkas perkara yang telah register dilengkapi dengan formulir 

penetapan majelis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada 
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Wakil Panitera untuk diserahkan kepada ketua PA 1A 

Pekanbaru.
64

 

g. Panitera Muda Hukum 

1) Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat 

masuk dan surat-surat keluar sub Bidang Kepaniteraan Muda 

Hukum. 

2) Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji data perkara serta 

membuat statistik perkara pada tingkat pertama 

3) Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin 

h. Panitera Pengganti 

1) Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran 

catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan panitera pengganti 

2) Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak 

selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara 

3) Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua 

majelis 

i. Wakil Sekretaris 

1) Mengkordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja 

pegawai serta urusan kerumahtanggaan kantor lainnya. 

2) Mengevaluasi  pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan 

umum serta inventaris barang milik Negara dan administrasi 

lainnya 

                                                             
64

 Ibid. 



38 

 

3) Melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen 

penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kegiatan yang berlaku 

j. Kasubbag Kepagawaian  

1) Menyelenggarakan administrasi dibidang kepagawaian  

2) Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat 

masuk dan surat-surat keluar 

3) Menyiapakan daftar hadir, daftar jam istirahat, dan daftar pulang 

pegawai pengadailan Agama Pekanbaru 

k. Kasubbag Umum  

1) Menyelenggarakan adminitrasi di bidang umum 

2) Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga 

lingkungan kantor sesuai bidang sub umum 

3) Membuat perancanaan pengadaan barang inventaris dan alat 

kebutuhan kantor 

l. Kasubbag Keuangan 

1) Menyelenggarakan adminitrasi di bidang keuangan 

2) Membuat anggaran perancanaan Pengadilan Agama Pekanbaru 

3) Memonitor pembukaan keuangan yang berhubungan dengan 

keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan pegawai dan perjalanan 

dinas.
65

 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

Pekanbaru mempunyai fungsi,  antara lain sebagai berikut : 
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a. Fungsi mengadili (Judicial power) 

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam 

tingkat pertama (vide : Pasal 49  Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009). 

b. Fungsi pembinaan  

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik 

menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun 

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang 

Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

c. Fungsi pengawasan  

yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita/ Jurusita Pengganti  di bawah jajarannya agar  peradilan 

diselenggarakan dengan seksama  dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat 

(1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan 

terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta 

pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
66
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d. Fungsi nasehat 

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 

diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 

Tahun2009). 

Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti 

DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009). 

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang 

diatur dalam Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI Nomor :1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan.
67

 

 

B. Putusan Pengadilan Agama di Indonesia 

1. Pengertian dan Asas Putusan 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila 

pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan 

musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses 
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pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari 

Tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan 

replik dari Penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari 

Tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. 

Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan 

pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau 

pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap 

musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak 

dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. 

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian 

ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir 

proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu 

putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang 

disengketakan.
68

 Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak 

maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. 

Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai segi 

yang berkaitan dengan putusan. 

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa salah satu wewenang 

hakim adalah menetapkan putusan. Oleh karena itu, hakim Pengadilan 

harus mengetahui  asas yang mesti di tegakkan, agar putusan yang 

dijatuhkan tidak mengandung cacat.
69

 Asas tesebut dijelaskan dalam 178 

HIR, pasal 189 RGB, dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004. 
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 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, dan Petusan 

Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 889  
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a. Memuat Dasar Alasan yang jelas dan Rinci 

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan 

pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi 

ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan 

atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan-alasan hukum yang menjadi 

dasar petimbangan bertitik tolak dari ketentuan: 

1) pasal-pasal tertentu peraturan  perUndang-undangan. 

2) hukum kebiasaan. 

3) yurisprudensi, atau 

4) doktrin hukum 

Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No. 14 Tahun 1790, 

sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun1999 sekarang dalam 

pasal 25 ayat (1) UUNo. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa 

segala putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perUndang-

undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus 

atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau 

doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena 

jabatannya atau secara ex office, wajib mencukupkan segala alasan 

hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. 

b. Wajib menggali Seluruh Bagian Gugatan 

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 

189 ayat (2) RGB, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan 

menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang di ajukan. 
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Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan 

mengabaikan gugatan sebagiannya. Cara mengadili yang demikian 

bertentangan dengan asas yang di gariskan Undang-undang.  

c. Tidak  boleh mengabulkan melebihi tuntutan 

Asas selanjutnya, digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 

189 ayat (3) RGB dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan 

melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini 

disebut ultra petitum partiulam. hakim yang mengabulkan melebihi 

posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampui batas 

wewenang. Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus di 

nyatakan cacat (invlid) meskipun hakim melakukan itu dengan i‟tikaq 

baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.
70

 

d. Diucapkan di Muka Umum 

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan 

yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu 

bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Menurut asas fair 

trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur 

sejak awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka 

untuk umum mulai dari awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip 

peradilan terbuka untuk umum dari awal pemeriksaan sampai putusan 

di jatuhkan, merupakan bagian dari asas fair trial.
71
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2. Macam-Macam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia 

Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, putusan ada 

2 macam, yaitu putusan akhir,
72

 dan putusan sela,
73

 sedangkan ditinjau 

dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan 

dibagi menjadi kedalam 3 macam, yaitu: putusan gugur,
74

 putusan 

verstek,
75

 dan putusan kontrakdiktoir.
76

  

Jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan ada 2 macam yaitu: 

putusan positif, dan putusan negatif.
77

 Bila dilihat dari sifatnya terhadap 

akibat hukum yang ditimbulkan maka putusan dibagi menjadi 3 macam 
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 Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik yang 

telah melaui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan. 

Putusan akhir juga berarti putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-tahap 

pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, seperti putusan gugur, putusan verstek yang 

tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima dan putusan yang menyatakan Pengadilan Agama 

tidak berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali undang-

undang menentukan lain. 
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 Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela tidak 

mengikat hakim. Bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan 

sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.  
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 Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan  

gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama 

atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan atau permohonan. A. Makti Arto, Peraktek 

Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h. 246. 
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 Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman 

yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang 

ditentukan. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Peridangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. (jakarta; Sinar Grafika, 2017), h. 972. 
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 Putusan Kontadiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan 

dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan/ putusan 

kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. 

Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding. A. Makti Arto, Op,.Cit, h. 251. 
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 Putusan positif ialah apabila hakim telah memeriksa pokok perkara, sehingga 

putusannya bisa berupa mengabulkan dan bisa menolak. Sedangkan putusan negatif ialah apabila 

hakim belum memeriksa pokok perkara yakni bosa NO atau tidak bewenang mengadili.  
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yaitu: putusan declaratoir,
78

 putusan constitutif,
79

 dan putusan 

condemnatoir.
80

 

3. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatukan Putusan 

Pengadilan dalam negara  hukum dan masyarakat demokrasi, 

merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Anggota 

masyarakat dilarang menempuh sistem main hakim sendiri. 

Dalam bidang perdata pihak yang bersengketa dibenarkan 

menyelesaikan melalui perdamaian atau arbitrase sebagai extra judical. 

Namun apabila hal itu tidak ditempuh, cara penyelesaian mesti dilakukan 

melalui sistem penegakan hukum yang resmi (formal law enforcement 

system) di forum badan peradilan yakni pada pengadilan negara. Tidak 

ada badan lain yang yang memiliki wewenang menyelesaiakan sengketa, 

selain dari pada pengadilan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) 

Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Sebagaimana diubah dengan 
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 Putusan Declaratoir adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu 

keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan 

bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu pada pengakuan sesuatu hak atas prestasi 

tertentu dan umumnya putusan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi misalnya tentang 

pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda. Putusan declaratoir 

biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak 

ada sengketa. Jadi fungsinya adalah sebagai penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah ada, 

atau keadaan yang sudah tidak ada. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di 

Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 297. 
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 Putusan constitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan 

hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu 

keadaan hukum baru. Misalnya, putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit, 

memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan lain-lain. 

Dalam putusan constitutif biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena 

dengan diucapkannya putusan itu, sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul 

keadaan hukum baru. Ibid. h. 298. 
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 Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah 

untuk memenuhi suatu prestasi yang diterapkan oleh hakim. Ibid. h. 298. 
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Uundang-undang No. 3 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 16 

ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Semua Pengadilan yang ada 

di wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang di tetapkan 

dalam Undang-undang.
81

 

a. Pengadilan Sebagai Pelaksana Penegak Hukum 

Pengadilan atau hakim merupakan pelaksana penegak hukum. 

Dalam kedudukan yang demikian, ada dua fungsi pokok yang mesti 

diperankannya. 

1) Sebagai Penjaga Kemerdekaan Anggota masyarakat. 

Hakim berfungsi dan berperan menjaga kemerdekaan anggota 

masyaratkat (In guading the freedom of society) dalam arti luas: 

a) Mengembangkan nilai-nilai HAM dalam segala bidang sebagai 

ideologi universal atau ideologi global. 

Oleh karena itu, Hakim sedapat mungkin di tuntut dapat 

memahami dan menerapkan semua nilai-nilai HAM. Dalam 

berbagai generasi seperti:
82

 

(1) Deklarasi HAM Semesta yang dicetuskan PBB (1994) 

(2) Konpensi Hak Sipil dan Politik, 1996. 

(3) Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, 1996. 

(4) Deklarasi Hak Atas Pembangunan yang dikeluarkan 

Sidang Umum PBB, 1986. 
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 Yahya Harahap, Op. Cit, h. 894-895.  
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Masih banyak lagi bentuk konvensi maupun deklarasi 

di bidang HAM yang perlu mendapat perhatian hakim, seperti 

dibidang pembangunan, perlindungn anak. Perempuan, 

perburuhan, dan sebagainya. 

b. Kebebasan Tidak Bersipat Mutlak 

Sering terjadi kekeliruan memahami makna kebebasan 

peradilan, sehingga peradilan melalui hakim melakukan pelanggaran 

batas kewenangan. Seolah-olah kebebasan itu dimaknai tanpa batas, 

yang mengakibatkan hakim itu identik peradilan dan hukum itu 

sendiri. Oleh karena itu, para pihak yang berpekara di depan sidang 

pengadilan, bukan berhadapan dan bertarung dengan hukum, tetapi 

berhadapan dan betarung dengan hakim. Perilaku yang demikian, 

menempatkan pengadilan dan hakim di atas hukum, sehingga 

penyelesaian dan putusan yang dijatuhkan bukan menurut hukum, 

tetapi menurut selera dan kemauan hakim. Kebebasan hakim sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam 

menyelesaikan sengketa adalah sebagi berikut:
83

 

1) Mutlak bebas dan medeka dari campur tangan ekstra yudisial 

Perhatikan Penggarisan Penjelasan Pasal 1 Undang-

undang No. 4 Tahun 2004 alinea pertama yang berbunyi: 

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian 

di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur 
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tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal 

sebagaimana disebut dalm UUD Negara RI Tahun 1945”. 

Berdasarkan penjelasan di atas, sepanjang yang berkenaan 

pelaksanaan fungsi mengadili, hakim bertindak sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Oleh konstitusi 

dan Undang-undang ditempatkan pada posisi yang bebas secara 

mutlak dari campur tangan ekstra yudisil. Dengan demikian:  

a) Secara absolut bebas dari campur tangan pihak kekuasaan 

negara lainnya. 

b) Mutlak bebas dan merdeka dari segala bentuk paksaan, 

direktiva, dan rekomendasi dari pihak manapun. 

c) Bahkan mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan, 

paksaan, diektiva, maupun rekomendasi dari pengadilan yang 

lebih tinggi.  

2) Kebebasan Realtif Menerapkan Hukum 

Untuk memahami permasalahan ini, merujuk kepada 

Penjelasan Pasal 1 alinea kelima UU No. 14 Tahun 1970, diubah 

dengan UU No.35 Tahun1999 dan sekarang pada penjelasan Pasal 

4 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:
84

 

“Kebebasan dalam melaksanakan  wewenang judicial bersifat 

tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan 
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hukum keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya 

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia”. 

Hanya dalam batas ini kebebasan dan kemerdekaan hakim 

dalam melaksanakan penerapan hukum. Tujuan pemberian 

kebebasan yang terbatas dan relatif itu, agar putusan yang 

dijatuhkan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat 

Indonesia. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam dalam 

menerapkan ketentuan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi 

terikat pada patokan yang benar-benar mengacu pada penggarisan 

penjelasan Pasal 1 di atas, melalui langkah-langkah berikut. 

a) Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-

undang. 

Inilah patokan pertama yang mesti dipegang dan dilaksanakan 

hakim. Dia harus mencari, menemukan, dan menentukan 

apakah ada ketentuan Undang-undangnya ada, lebih lanjut 

hakim menganalisis, apakah: 

(1) Rumusan pasal yang hendak diterapkan itu jelas dan rinci 

yakni defenisinya terang dan maknanya juga jelas,  

(2) Apakah ketentuan pasal Undang-undang yang hendak 

diterapkan itu memiliki potensi melindungi kepentingan 

umum atau tidak menimbulkan perkosaan dan 

ketidakpatutan yang tidak sesuai dengan peradaban dan 

kemanusian.
85
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4. Hakim Boleh Melakukan Contra Legem 

Apabila ketentuan Undang-undang yang ada bertentangan dengan 

kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusian, hakim bebas 

dan berwewenang melakukan tindakan contra legem yakni mengambil 

putusan yang bertentangan dengan pasal Undang-undang yang 

bersangkutan.  

Pengertian contra legem, melanggar larangan yang ditentukan 

dalam pasal Undang-undang tertentu dengan cara menyingkirkan 

penerapan pasal itu. Bukan menyatakan undang-undang yang 

bersangkutan tidak sah, tetapi hanya mengesampingkan penerapan pasal 

tertentu dari Undang-undang tersebut. Berbarengan dengan itu, hakim 

mencipta hukum kasus yang belawanan arah dengan apa yang dikehendaki 

pasal yang bersangkutan.  

Kalau begitu, jika hakim bermaksud melakukan contra legem, 

mesti mampu mengemukakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional, 

bahwa pasal yang disingkirkan itu bertentangan dengan kepentingan 

umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, sehingga kalau pasal itu 

diterapkan akan menimbulkan keresahan dan ketidakpatutan.
86

 

5. Kedudukan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia 

Bila dilihat dari kekuatan putusan hakim, maka putusan hakim 

mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan 

pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.
87
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Kekuatan mengikat artinya putusan hakim itu mengikat para pihak 

yang berperkara dan pihak yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak 

harus tunduk dan mengormati putusan. Mengikat disini dalam dua 

pengertian, yaitu dalam pengertian positif dan negatif. Mengikat dalam arti 

positif adalah bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap 

benar (res judicato pro veritate habetur), dan tidak dimungkinkan 

pembuktian lawan. Sedangkan mengikat dalam arti negatif adalah bahwa 

hakim tidak boleh memutuskan lagi perkara yang pernah diputus 

sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang 

sama (nabis in idem).
88

 Oleh karena keputusan yang berbentuk putusan 

mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak, kepada orang yang 

mendapat hak dari mereka, para pihak mesti tunduk mentaati putusan. 

Pihak yang satu dapat menuntut pemenuhan putusan kepada pihak lain. 

Keinginan untuk memenuhi dan mentaati dapat menimbulkan akibat 

hukum.
89

 

Kekuatan pembuktian berarti bahwa putusan hakim telah diperoleh 

kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan 

hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat didalamnya. 

Sejalan dengan sifat kekuatan mengikat yang melekat pada putusan 

pengadilan, dengan sendirinya, menurut M. Yahya Harahap, melekat pula 

kekuatan pembuktian yang menjangkau para pihak yang berperkara, orang 
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yang mendapat hak dari mereka, dan ahli waris mereka. Maksudnya, 

kapan saja timbul sengketa di kemudian hari dan sengketa perkaranya 

berkaitan langsung dengan apa yang telah tercantum dalam putusan. 

Putusan yang memiliki kekuatan pembuktian dapat dipergunakan 

sebagai alat bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai 

kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat “sempurna” 

(volleding), “mengikat” (bindede), dan “memaksa” (dwingend). Bahkan 

dalam putusan tersebut melekat unsur nebis in idem sebagaimana yang 

ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdata.
90
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ANGKAT, WASIAT WAJIBAH 

DAN MASLAHAH MURSALAH 

 

A. Anak Angkat 

1. Pengertian Anak Angkat 

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di indonedia sebagai 

terjemahan dari bahasa Inggris “adoption”, pada saat Islam disampaikan 

oleh Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam. Pengangkatan anak 

telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal 

dengan istilah tabanni “التبٌي " yang berarti “mengambil anak angkat”.
91

 

Secara etimologis kata tabanni berarti    ًإتَِّخَذَإبٌِْب  , yaitu “mengambil 

anak”. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah 

pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti 

“Pengambilan  (Pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak 

sendiri.
92

 Istilah “tabanni” yang berarti seseorang mengangkat anak orang 

lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan 

hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian 

demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi”. 

Secara terminologis tabanni menurut Wahbah al- Zuhaili adalah 

pengangkatan anak (tabanni) “pengambilan anak yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu 
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dinasabkan kepada dirinya.
93

 Dalam pengertian lain, tabanni adalah 

seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja 

menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah 

punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.
94

 Pengangkatan anak 

dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam maka 

unsur menasabkan seorang anak kepada orang yang bukan nasabnya harus 

dibatalkan.  

2. Syarat Anak yang Diangkat dan Orang Tua Angkat 

a. Syarat anak yang diangkat adalah: 

1) belum berusia 18 tahun 

2) merupakan anak terlantar atau dilantarkan 

3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan 

anak 

4) memerlukan perlindungan khusus.
95

 

b. Syarat calon orang tua angkat 

1) Sehat jasmani dan rohani 

2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun 

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat 

4) Berkelakuan baik dan tidak dihukum karena melakukan kejahatan 

5) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun 

6) Tidak merupakan pasangan sejenis 
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7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang 

anak 

8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial 

9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali 

anak 

10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak; kesejahteraan dan 

perlindungan anak 

11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial instansi sosial Provinsi 

setempat 

12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak 

izin pengasuhan diberikan 

13) Memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial Provinsi.
96

 

3. Hukum Pengangkatan Anak 

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak 

mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum 

seperti yang pernah diperaktikkan masyarakat jahiliyah; dalam arti 

terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan 

masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. 

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan 

anak kandung berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat 

al-Ahzab (33) ayat 4-5 : 
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Artinya:  “dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu 

di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan 

Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-

anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; 

itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 

mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka 

sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” 
97

 

 

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam 

melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis 

seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/ hukum sekuler 

dan praktik masyarakat jahiliyah; dalam pengertian pengangkatan anak 

yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus 

hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak 

waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi 

wali mutlak terhadap anak angkat. hukum Islam hanya mengakui 

pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk 

memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, 

dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.
98

 

Akibat yuridis dari pengangkatan dalam Islam hanyalah terciptanya 

hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama 
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manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka kosekuensi yuridis 

lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga 

mahrah, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat 

melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak 

angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid 

Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih 

sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.
99

 

 

B. Wasiat Wajibah 

1. Pengertian Wasiat Wajibah 

Wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu wasiat dan wajib. 

Secara umum, wasiat artinya adalah pesan. Sedangkan wajib secara 

bahasa diambil dari kata kerja وجب dengan arti ثبت yaitu tetap, kekal, 

stabil
100

 dan لزم artinya adalah tetap dan wajib.
101

 Adapun pengertian 

tentang wasiat dan wajib secara istilah, adalah sebagai berikut. 

Wasiat adalah “Pesan yang disampaikan oleh orang yang akan 

meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan).”
102

 “Pesan 

terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan sesudah seseorang 
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meninggal.”
103

 Pemberian yang dilaksanakan setelah meninggal dunia 

orang yang memberi wasiat.”
104

 

Kata “wajibah” merupakan salah satu bagian hukum taklifiy, 

maksudnya adalah ungkapan yang menunjukkan tuntutan melakukan 

sesuatu secara pasti. Dengan kata lain, sesuatu perbuatan yang mesti 

dilakukan. Menggabungkan kata wasiat kepada wajibah menjadi wasiat 

wajibah,secara etimologi artinya wasiat yang mesti di tunaikan. 

Sedangkan secara terminologis, wasiat wajibah merupakan 

kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat 

kepada orang tertentu.
105

 Wasiat wajibah adalah sesuatu wasiat yang 

diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh 

bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya satu halangan 

syara‟.
106

 Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak 

dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak orang 

yang meninggal dunia.
107

  

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang 

wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang 

dari menerima harta karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum 
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kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini 

karena berdasarkan hukum waris ada pada mereka terhalang dari 

mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli 

waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.
108

 

Menurut Ahmad Rofiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang 

dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa 

atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, 

yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.
109

 

2. Hukum Wasiat Wajibah 

Hukum Islam tentang wasiat berdasarkan pada ketentuan dasar 

dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang merupakan sumber utama dalam 

hukum Islam. Seorang pemerhati Hukum Islam berpendapat bahwa 

hukum Islam tentang wasiat lebih didasarkan atas Hadis dari pada Al-

Qur‟an.
110

 

Ukuran harta wasiat yang disunnahkan dari Sa‟d bin Waqqash 

Radhiyallahu‟anhu, ia berkata, “ketika di mekah Nabi Shallallahu’alaihi 

wa sallam datang menjengukku sementara beliau enggan wafat di tanah 

yang beliau hijrah darinya, beliau Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam 

bersabda” 
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طْرُ؟ قَالَ: لَا، يَ رْحَمُ الُله ابْنَ عَفْرَاءَ ق ُ  لْتُ: ياَ رَسُوْلَ الِله أُوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ: لَا، قُ لْتُ: فَالشَّ

رٌ مِنْ أَنْ تَدَ  رٌ إِنَّكَ أَنْ تَدعََ وَرثََ تَكَ أَغْنِيَاءَ خَي ْ عَهُمْ عَالةًَ قُ لْتُ: الَث ُّلُثُ، قَالَ: فَالث ُّلُثُ، وَالث ُّلُثُ كَثِي ْ

فَ عُهَا  اسَ فِي أيَْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أنَْ فَقْتَ مِنْ نَ فَقَةٍ فَإِن َّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَ رْ يَ تَكَفَّفُونَ النَّ 

إِلاَّ ئِِ ٍٍ إِلَى فِي امْرَأتَِكَ، وَعَسَى الُله أَنْ يَ رْفَ عَكَ فَ يَ نْتَفِعَ بِكَ ناَسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَ وْمَ 

 111.ابْ نَةٌ 

“Semoga Allah merahmati Ibnu „Afra (Sa‟d).‟ Aku katakan, 

„Wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku ?‟ Beliau 

bersabda, „Tidak boleh.‟ Aku katakan, „Separuhnya?‟ Beliau 

bersabda, „Tidak boleh.‟ Aku katakan, „Sepertiganya?‟ Beliau 

bersabda, „Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika 

engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih 

baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, 

mereka meminta-minta pada orang lain. (Selain itu, jika engkau 

hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, 

akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau 

suapkan pada mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat 

derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan 

membahayakan sebagian yang lain.‟ Pada saat itu Sa‟d tidak 

mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan.” 

 

Pada dasarnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas : 

وَسَلَّمَ قَالَ الث ُّلُثُ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَلَ لَوْاَنَّ النَّاسَ عَضُّوْا مِنَ اِلَى الرُّبعُِ فاَِنَّ  رَسُوْلَ الِله عَلَيْهِ 

رُ   112.كَثِي ْ

“Dari bin Abbas ra. Katanya: “Ada baiknya jika orang-orang 

memperkecil harta yang wasiatkan dari sepertiga (1/3) kepada 

seperempat (1/4), sebab Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam 

telah berkata; sepertiga itu lebih banyak”. 
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Sedangkan wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi 

wasiat itu meninggal dan utang-utang dilunasi sebagaimana tuntutan Al-

Qur‟an. Wasiat yang didasarkan pada atau diikat dengan atau disertai 

syarat itu sah apabila syarat itu benar. Batasan syarat yang benar ialah 

syarat yang mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang 

yang diberinya, atau bagi orang lain. Sepanjang syarat itu tidak dilarang 

atau bertentangan dengan maksud syari‟at. 

3. Wasiat Wajibah di Indonesia 

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan 

Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
113

 Namun dalam 

kenyataannya, belum ada hukum materil dalam bentuk Undang-undang 

yang mengaturnya. Satu-satunya yang mengatur wasiat adalah Kompilasi 

Hukum Islam, termuat dalam instrumen hukum berupa intruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur dalam 

pasal 194-209 di pandang sebagai hukum materil dan diberlakukan di 

peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
114
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Selain mengatur wasiat biasa, Kompilasi Hukum Islam juga 

mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khasanah Hukum Islam di 

Indonesia yaitu Wasiat Wajibah. Sayangnya, Kompilasi Hukum Islam 

tidak memberikan definisi dalam ketentuan Umum tentang Wasiat 

Wajibah tersebut. Secara teori, Wasiat Wajibah didefenisikan sebagai 

tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk 

memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah 

meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan 

tertentu.
115

  

Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang 

wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara 

Muslim  yang lain. Konsep Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan 

wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara 

negara-negara lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia 

melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang 

orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada kakek atau neneknya.
116

  

Melihat latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, dapat 

diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada 

anak angkat dan orang tua angkat yaitu, Pertama, para ulama Indonesia 

belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris 

                                                             
115

 Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya 

Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama , Mimbar Hukum Nomor 38 Tahun IX, 1998, h. 

23. 

 
116

 Roihan A. Rasyid, Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah, dalam  Cik Hasan Bisri 

et.al (eds), 1999, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, 

Logos Wacana Ilmu, Jakarta, h. 88-89. 



63 

 

sebagaimana berlaku dalam hukum adat. Kedua, pelembagaan ahli waris 

pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh 

orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih kemanusiaan bagi 

masyarakat Indonesia.
117

 

Fenomena terbaru dalam pemberian wasiat wajibah bagi anak 

angkat atau orang tua angkat tidak terlepas dari praktek proses 

pengadopsian anak pada kelompok masyarakat Indonesia yang berbeda-

beda antara satu daerah dengan daerah lain. Di minangkabau, 

pengangkatan anak diperbolehkan, tetapi hal itu tidak menimbulkan 

kewarisan antara orang tua angkatnya dengan anak angkatnya. Sementara 

di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral, seperti di 

Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan pengangkatan anak 

menimbulkan hubungan kewarisan. Sedangkan pada masyarakat jawa, 

orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat yang 

berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat harta warisan 

dari orang tua angkatnya. Jika orang tua selain anak kandung akan 

mendapat lebuh banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat masih 

tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Adat jawa mengenal 

asas “ngangsu sumur wong loro” yang bermakna bahwa seorang anak 

angkat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu orang tua kandung dan 

orang tua angkatnya.
118
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C. Maslahah Mursalah 

1. Pengertian Maslahah Mursalah 

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahah, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.
119

 Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata ( 

صلاحب -يصلح  – صلح ) artinya suatu yang baik, patut, dan bermanfaat.
120

 

Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil 

agama (Al-Qur‟an dan al-Hadis) yang membolehkan atau yang 

melarangnya.
121

 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah 

maslahah di mana syar‟i tidak mensyariatkan  hukum untuk mewujudkan 

maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya 

atau pembatalannya.
122

 

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, maslahah mursalah 

adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar‟i 

(dalam mensyari‟atkn hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil kusus 

yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.
123
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Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat 

dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada 

hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar yaitu menetapkan hukum 

dalam hal-hal yang sama sekali tidak dijelaskan dalam Al-Qur‟an dan al 

Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup 

manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari 

kerusakan. 

2. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah 

Adapun syarat maslahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum 

Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah: 

a. Menurut Al-Syatibi 

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum 

apabila: 

1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam 

ketentuan syar‟I yang secara ushul dan furu’nya tidak bertentangan 

dengan nash. 

2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam 

bidang-bidang sosial (muamalah) dimana dalam bidang ini 

menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang 

ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam 

nash. 

3) Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek 

Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslahah adalah 
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sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai 

aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial 

kemasyarakatan.
124

 Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa 

Ta’alla surat Al-Hajj ayat 78: 

                 

 “Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan 

untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
125

 

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf 

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum 

Islam apabila memenuhi syarat yang diantaranya adalah: 

1) Berupa maslahah yang sebenarnya bukan maslahah yang sifatnya 

dugaan, tetapi yang didasarkan penelitian, kehati-hatian dan 

pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan 

menolak kerusakan. 

2) Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan 

perorangan, tetapi untuk orang banyak. 

3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh 

nash serta ijma‟ ulama.
126
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c. Menurut Jumhur Ulama 

Menurut Jumhur Ulama bahwa maslahah mursalah dapat 

sebagai sumber legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1) Maslahah tersebut haruslah “maslahah yang haqiqi” bukan hanya 

yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. 

Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang 

benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak 

kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya 

kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap 

kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah 

berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syari‟at yang 

benar. 

2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, 

bukan kemaslahatan yang kusus baik untuk perorangan maupun 

kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa 

dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan 

terhadap orang banyak pula. 

3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan 

yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Al-Sunnah baik secara zhahir 

dan batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang 

kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki 

dengan anak perempuan dalam pembagian waris, walau 
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penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam 

pembagian.
127

 

3. Pendapat para Imam Madzhab tentang Maslahah Mursalah 

Jumhur Ulama sepakat bahwa maslahah mursalah adalah 

merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya 

saja jumhur Hanafiyah dan Syafi‟iyyah mensyaratkan tentang maslahah 

ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat 

hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat 

mundhobith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat 

untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka 

berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara‟, tetapi mereka lebih 

leluasa dalam menganggap maslahah yang dibenarkan oleh syara‟ ini, 

karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syar‟i terdapat illat sebagai 

tempat bergantungnya hukum, yang melearisir kemaslahatan. Sebab 

hampir tidak ada maslahah mursalah  yang tidak ada dalil yang mengakui 

kebenarannya.
128

  

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabillah, mereka banyak 

membentuk hukum berdasarkan maslahah semata, tanpa memasukkan 

kedalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini ia 

mengajukan tiga syarat dalam maslahat yang dijadikan dasar pembentukan 

hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk 
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bidang muamalah, sehingga kepentingan yang terlihat didalamnya dapat 

dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut 

segi ibadah. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan 

jiwa syari‟ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber 

hukum didalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa 

hal-hal pokok dan darurat, bukan hal yang bersifat penyempurna. Hal-hal 

tersebut mencakup tindakan memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk 

memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat hiasan 

dan tambahan. 

Sebenarnya dalam masalah ini, empat Imam Mazhab mengakui apa 

yang disebut maslahah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan 

Syafi‟iyah berupaya memasukkan maslahah kedalam qiyas. Mereka dalam 

masalah ini keras demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal 

pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, 

mereka menjadikan segi dalil yang berdiri sendiri dengan nama maslahah 

mursalah. 

4. Jenis- jenis Maslahah Mursalah 

Menurut teori ushul fiqih, jika ditinjau dari segi ada atau tidak 

adanya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maslahah 

terbagi menjadi tiga macam, yaitu:
129
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70 

 

a. Maslahah Al-Mu’tabarah, yaitu maslahatan yang didukung oleh 

syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis 

kemaslahatan tersebut. Maslahah menjaga Agama, jiwa, keturunan, 

akal dan harta. Syara‟ telah mensyariatkan jihad untuk menjaga 

Agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina 

dan penuduh untuk menjaga keturunan, hukuman sebatan kepada 

peminum arak untuk menjaga akal, untuk menjamin hak hidup 

manusia, syariat menetapkan hukuman qisas bagi pembunuhan dengan 

sengaja. Potong tangan. Had berzina dan menuduh zina, dan hukuman 

potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta. 

b. Maslahah Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena 

bertentangan dengan hukum syara‟. Maslahah ini bukanlah maslahah 

yang benar, bahkan hanya disangkakan sebagai maslahah atau ia 

adalah maslahah yang kecil yang menghalang maslahah yang lebih 

besar dari padanya. Misalnya kemaslahatan harta riba untuk 

menambah kekayaan, kemaslahatan minum khamar untuk 

menghilangkan stres, maslahah orang-orang penakut yang tidak mau 

berjihad, dan sebagainya. 

c. Maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh 

dalil syariat atau nash secara rinci, ia mendapat dukungan kuat dari 

makna implisir sejumlah nash yang ada. Jadi, maslahah ini adalah satu 

keadaan bahwa tidak ada dalil yang khas dari syara‟ yang 

mengi‟tibarkannya dan tidak ada hukum yang telah dinashkan oleh 

syara‟ yang merupainya, namun boleh dihubungkan hukumnya melalui 
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dalil qiyas. Akan tetapi, pada perkara tersebut terdapat satu sifat yang 

munasabah untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya, ia 

mendatangkan maslahah atau menolak mafsadah.
130

 

5. Tingkatan-tingkatan dalam Maslahah 

Dalam penggunaan maslahah ada tiga tingkatan yang harus kita 

ketahui, yaitu: 

a. Maslahah Dharuriyah, yaitu segala sesuatu yang harus ada tegaknya 

kehidupan manusia diniyah maupun dunawiyah, dengan artian bahwa 

apabila maslahah ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia 

di dunia. Maslahah Dharuriyah ini meliputi: memelihara Agama, 

memelihara Jiwa, memelihara Keturunan, memelihara Harta, dan 

memelihara Akal.  

b. Maslahah Hajjiyah, yaitu segala bentuk perbuatan dan tindakan yang 

tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah 

dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, 

tetapi dapat menghindarkan kesulitan, untuk menghindarkan kesulitan 

dan kemelaratan dalam kehidupannya. Seperti menikahkan anak-anak. 

c. Maslahah Tahsiniyah, yaitu mempergunakan segala yang layak dan 

pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan semuanya diucap 

oleh mahasinul akhlaq dalam rangka memelihara sopan santun dan tata 

karma dalam kehidupan. Seperti menikahkan seorang perempuan 

dengan laki-laki yang sederajat.
131
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A dalam 

perkara No.1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No.1266/Pdt.G/2018/PA, 

sebagaimana dalam putusan No.1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr Hakim 

Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan bagian wasiat wajibah bagi 

anak angkat sebesar 1/3, sedangkan dalam putusan No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr 

Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan bagian wasiat wajibah 

bagi anak angkat sebesar 1/8.  

2. Apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam Putusan Hakim Pengadilan 

Agama Pekanbaru No.1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr 

tentang bagian wasiat wajibah bagi anak angkat, bahwasannya untuk 

melihat konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah, hakim boleh 

menafsirkan dalam kadar wasiat wajibah berdasarkan furudhul 

muqaddarah, dalam hal ini hakim sangat mempertimbangkan agar tidak 

terjadi ketidakadilan dalam ahli waris, sebagaimana sesuai dengan hadis 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas memberikan wasiat 1/4 dan pada masa 

Qatada memberikan 1/5 dalam bagian waisat. Begitu juga dengan 

keputusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru ada yang memberikan 1/3 

dan 1/8 karena keadaan bagian ahli waris furudhul muqaddarah. 
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B. Saran  

Berlanjut dari kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, maka saran 

yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:  

1. Kepada pihak yang berperkara supaya dapat menerima putusan yang sudah 

ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A, dimana 

hakim menetapkan bagian wasiat wajibah tersebut dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan manusia. 

2. Kepada para Hakim yang memberikan putusan kepada pencari keadilan 

harus memperhatikan kemaslahatan dan menerapkan konsep keadilan 

dalam menetapkan semua perkara yang terkusus dalam perkara warisan 

yang didalamnya terdapat wasiat wajibah. 

3. Teruntuk para penuntut ilmu lebih kusus para calon Hakim, hendaklah 

memperdalam ilmu agama /Hukum Islam, karena permasalahan di dalam 

masyarakat akan terus berkembang dengan berjalannya waktu. 
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